
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1002, 2018 KEMENSOS. Penyaluran Bantuan Pangan 

Nontunai.  

 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR 11 TAHUN  2018  

TENTANG 

PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin, 

negara melaksanakan penanganan fakir miskin dengan 

melakukan penyaluran bantuan sosial pangan; 

b. bahwa untuk menciptakan penyaluran bantuan sosial 

pangan yang efektif, tepat sasaran, dan mendorong 

keuangan inklusif, perlu melaksanakan penyaluran 

bantuan sosial pangan secara nontunai yang transparan 

dan akuntabel; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Bantuan 

Pangan Nontunai; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

www.peraturan.go.id



2018, No.1002 -2- 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5971); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi 

Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5294); 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEMASUNGAN BAGI 

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL. 

 

Pasal 1 

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi 

Penyandang Disabilitas Mental dimaksudkan sebagai 

acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah 

provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan 

masyarakat dalam mewujudkan pelaksanaan Gerakan 

Stop Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental. 

 

Pasal 2 

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi 

Penyandang Disabilitas Mental tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi 

Penyandang Disabilitas Mental disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

BAB II Penyandang Disabilitas Mental dan Pemasungan  

BAB III Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi 

Penyandang Disabilitas Mental  

BAB IV Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 

BAB V Penutup 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

  

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal   20 Juli 2018    

 

MENTERI  SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

IDRUS MARHAM 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Juli 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

            ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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